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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1851 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang - :

Mengingat

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Gubernur
Nomor 57 Tahun 2017 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
serta untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon
Pegawai Negeri Sipil Instansi Pelaksana Pemungut Pajak perlu
diberikan tambahan penghasilan; '

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
~huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017; '

-1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilén-
~ sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara; '

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara,; '

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsj
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia; : : ‘

S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

6. UndangFUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipﬂ Negara;
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan; '

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor ‘11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil; :

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011; ' '

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan_ dan
- Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur N omor 161 Tahun 2014;

14. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Insentif
Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
- LINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVIN Sl

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017.

Memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan
Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi
Daerah didasarkan atas kinerja. ' '

'Kinerjav sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan
kriteria beban kerja, meliputi : :

1. penilaian aktivitas dan perilaku kerja;

2. serapan program /Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan '

3. penilaian aktivitas kerja tambahan.

: 'Pemberian‘ tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU dengan memperhitungkan penghasilan terakhir yang diterima
dengan kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

Pémbayaran atas pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada dikturn KESATU diberikan paling lambat pada akhir tahun anggaran
2017 dan tidak dikenakan potongan iuran dan/atauy potongan lain

: berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pembayaran pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada diktum KETIGA dibebankan pada kode rekening 5.1.1.02.01.005
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Badan Pajak dan
Retribusi Daerah-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
(APBD-P) Tahun Anggaran 2017.

:. Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU, dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai
Negeri Sipil yang dipindahtugaskan dari Badan Pajak dan Retribusi
Daerah pada bulan Mei 2017, _ : ~ .

Képutusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017
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1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
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